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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaarkatirunan, adat,
bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendingsB adalah kumpulan
manusia yang biasanya terikat karena kesatuan dalas wilayah tertentu di
muka bumi(Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikhalaman
89).

Negara adalah satu perserikatan yang melaksanatanpsmerintahan
melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan lsslara untuk memaksa
untuk ketertiban sosial. Masyarakat ini berada rdasatu wilayah tertentu yang
membedakannya dari kondisi masyarakat lain di lgarn

Warga negara merupakan salah satu unsur hakikudsmr pokok suatu
negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubutigdal balik antara
warga negara dan negaranya. Setiap warga negarpungai hak dan kewajiban
terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyagajikan memberikan
perlindungan tehadap negaranya.

“...bahwa warga negara merupakan salah satu unsuki lddn unsur
pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kiaaj yang perlu dilindungi
dan dijamin pelaksanaannya...” (Undang-Undang Rekubtionesia Nomor 12
Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Inignes

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut adagabsetiap warga

negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapamrmhd&n pemerintahan.



Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan abkgang bersifat kerakyatan.
UUD 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan:

“Kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukumpdarerintahan
dan kewajiban warga negara dalam menjunjung hukampgmerintahan tanpa
perkecualian”.

Hal ini menunjukan adanya keseimbangan antara bakkdwajiban dan
tidak adanya diskriminasi di antara warga negarageeai kedua hal tersebut.
Salah satu hak dari seorang warga negara yaitu liketdTP (Kartu Tanda
Penduduk) yang merupakan salah satu bentuk pengglamerintah atau negara
terhadap warga negaranya. Dan berdasarkan ditetaykaUndang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang kewenangan penuh damefntah Daerah, maka
urusan kependudukan telah menjadi kewenangan pdsmitPemerintah Daerah
sehingga peraturan retribusi penyelenggaraan pmdafdan pencatatan perlu
disesuaikan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 T&@@i Tentang
Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Penctaémduduk Pasal 1
menjelaskan bahwa:

“Kartu Tanda Panduduk yang selanjutnya disingkatPK&dalah Kartu
sebagai bukti diri (Legitimasi) bagi setiap pendkddalam Wilayah Negara
Republik Indonesia”.

Bukti kewarganegaraan itu sendiri yaitu antara tlengan memiliki Kartu
Tanda Penduduk (KTP) adalah nama resmi kartu idsnsieseorang di Indonesia
yang diperoleh setelah seseorang berusia diatasalliiin atau yang sudah

menikah. KTP berlaku selama 5 tahun dengan tanggakhirnya disesuaikan

dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkidiemana pada nomor KTP



berisikan informasi mengenai sang pemilik kartupgsuk nama lengkap, Nomor
Induk Kependudukan (NIK), alamat, tempat dan tahtgjar, agama, golongan
darah, kewarganegaraan, foto dan tanda tangan.

KTP ini digunakan pada berbagai bidang sebagaii hdkntitas yang
diakui. Pada dasarnya setiap orang hanya memadiki KTP dan bersifat unik,
tetapi ada pihak yang dengan sengaja memalsukann{TRtuk maksud-maksud
tertentu. Jika KTP palsu tersebut digunakan unt#uwstindak kejahatan dengan
mengatas namakan orang lain, maka tentu saja perbursebut dapat
merugikan orang lain dan termasuk kedalam perbuaiarnal.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Dinas Keplelkdn pada saat ini
yaitu seorang Warga Negara dapat mempunyai lebihsdtu atau ganda Kartu
Tanda Penduduk (KTP) yang disebabkan karena beipinempat bermukim.
Teori sebab-akibat orang berpindah tempat bermuétan wilayah satu ke
wilayah lainnya dan terutama dari pedesaan ke kaoi@- yang dewasa ini
merupakan fenomena umum di dunia terutama di ndgemeembang termasuk
Indonesia.

Alasan utama perpindahan penduduk yaitu masalamoehkio karena
adanya perbedaan (disparitas) yang juga menggambatidak adanya
pemerataan pendapatan antar wilayah dan alasan Segerti pekerjaan,
pendidikan dan adanya bencana alam.

Oleh karena itu mereka berpindah tempat sementawasalamanya untuk
kebutuhan hidupnya dengan menempati wilayah bakarparaturan yang akan

ditemuinya pun akan berbeda pula seperti tidakakenya KTP daerah di kota



atau wilayah lain lalu perusahaan-perusahaan daapatekerja lainnya juga tidak
menerima KTP daerah asal dengan alasan susahdilstc&k keberadaannya.

Karena alasan itu pula, maka Pemerintah Daerah erakbkan KIPEM
(Kartu Identitas Penduduk Musiman) agar memudahk#ises yang akan
dilakukan seorang individu melakukan segala kepgatinya dan juga data
penduduk yang akurat bagi dinas kependudukan. Adétapi biaya yang harus
dikeluarkan untuk membuat KIPEM lebih besar dars@doirnya lebih sulit yang
harus diurus atau diperpanjang setiap satu tahkalisdibandingkan membuat
KTP regional yang diurus atau diperpanjang dalamgka waktu 5 (lima) tahun
sekali, maka banyak orang memilih untuk membuat Kédional dibandingkan
untuk membuat KIPEM dan hal tersebut menjadikanrasgp warga negara
mempunyai lebih dari satu tanda pengenal pendutak KTP ( Kartu Tanda
Penduduk ).

Fenomena seperti ini menyebabkan melonjaknya datiah penduduk di
Indonesia khususnya kota-kota besar, misalnya sepandung yang banyak
penduduk dari luar daerah yang mendatanginya bulkaya untuk kebutuhan
ekonomi akan tetapi juga pekerjaan dan pendidikdunga banyak tidak
terdaftarnya jumlah pendatang yang masuk dan tirdigeota Bandung sehingga
menyulitkan dinas kependudukan memperoleh data yakgrat untuk
membangun dan memfasilitasi Kota Bandung ini damlah penduduk tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas meaggn@enulis untuk
mengadakan pengkajian lebih lanjut, sehingga a&hbim Irelevan untuk dibahas.

Oleh Karena itu penulis mengangkat judul “KESADARANJKUM WARGA



NEGARA TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
DI KOTA BANDUNG” (Studi Kasus Kepemilikan Kartu laéitas Penduduk

Musiman (KIPEM) di RW 04 Kelurahan Isola Bandung)

B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah
1. Rumusan Masalah
Dari latar belakang penelitian tersebut diatas, anakcara umum
permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagakulbie Bagaimana cara
menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadapmKigan Kartu

Identitas?

2. Pembatasan Masalah
Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa hasikeljian,
maka pokok permasalahan tersebut penulis jabarlamanhi pertanyaan sebagai
berikut:
1. Mengapa KTP regional tidak berlaku dalam seluruayah negara
Indonesia?
2. Bagaimana Pemerintah Kota Bandung memberlakukak&MIfKartu
Identitas Penduduk Musiman)?
3. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi kurangesadaran
hukum masyarakat pendatang terhadap kepemilika&MP
4. Bagaimana syarat dan sanksinya apabila pendudulatsery tidak

memiliki KIPEM ataupun KTP Kota Bandung?



5. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandung dalam rasiga
kurangnya kesadaran hukum masyarakat pendataragitgrh

kepemilikan kartu Identitas?

C. Tujuan Pendlitian
Penelitian ini_bertujuan untuk memperoleh jawabamni gpermasalahan
yang dikemukakan diatas, yang secara umum adatak oremperoleh gambaran
secara faktual mengenai cara menumbuhkan kesadarkom masyarakat
pendatang terhadap kepemilikan Kartu ldentitas.
Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagakiteri
1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang KTP regiotet berlaku
dalam seluruh wilayah negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui gambaran umum tentang Pemerinbédn Bandung
memberlakukan KIPEM (Kartu ldentitas Penduduk Musiin
3. Untuk mengetahui gambaran umum Faktor-Faktor yaggpengaruhi
kurangnya kesadaran hukum masyarakat pendataragitgrikepemilikan
KIPEM.
4. Untuk mengetahui gambaran umum syarat dan sankapsfala
penduduk pendatang tidak memiliki KIPEM ataupun KId&?a Bandung.
5. Untuk mengetahui gambaran umum tentang upaya Peaieiota
Bandung dalam mengatasi kurangnya kesadaran hulagyamakat

pendatang terhadap kepemilikan kartu Identitas.



D. Kegunaan Pendlitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut
1. Secara Teoritis
Sebagai pengembangan disiplin ilmu yang ditekumiupg yaitu
Kewarganegaraan penelitian ini juga dalam upayadeskripsikan berbagai
masalah yang berkaitan dengan kepemilikan Kartudd@denduduk (KTP)
serta mencari alternatif pemecahan masalah dan evé@mb masukan
kepada pemerintah daerah sebagai acuan kesadduwamn bagi masyarakat
pendatang terhadap kepemilikan Kartu Identitastdena Kartu Identitas
Penduduk Musiman agar menjadi warga negara yakgidegitimasinya.
2. Secara Praktis
Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi ma&syara
Indonesia agar menjadi warga negara yang baik dengamiliki
kesadaran hukum yang tinggi dengan memiliki Kartientitas bagi

masyarakat pendatang seperti kartu KIPEM yang disdabsahannya.

E. Batasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman istilah yang tetkag pada
penelitian, maka penulis akan memberikan batasangemai istilah yang
dimaksud sebagai berikut:
1. Kesadaran yang diangkat dalam judul ini yaitu kesa yang diangkat
dari sesuatu yang sebenarnya telah dimengertitekapoi kurang difahami

manfaatnya. Kesadaran diartikan sebagai kondigagaratau mampu



mengerti apa yang sedang terjadi. Kesadaran akaentiegan atau
keprihatinan bersama akan melahirkan organisasi g@@rkumpulan
tertentu. Seseorang yang menganut kepercayaan paiasip tertentu
“sadar” akan pilihannya itu.

2. Dikemukakan oleh Utrecht sebagaimana dikutip C.€ansil dalam
Pengantar Illmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (136
menyebutkar'Hukum adalah himpunan-himpunan peraturan-peraturan
(perintah-perintah dan larangan-larangan) yang meng tata tertertib
suatu masyarakat dank arena itu harus ditaati otesyarakat itu.”

3. Warga Negara merupakan salah satu unsur hakikudanr pokok suatu

negara. “...bahwa warga negara merupakan salah satu hakiki dan
unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak Kewajiban yang
perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya...” (Umgldndang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kgamegaraan
Republik Indonesia)
Warga Negara ialah orang yang turut dalam permusisan-
permusyawaratan tentang negara dan pengadilan. {.DrVon Schmid.
buku Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukynpara warga
negara harus menyesuaikan diri dengan bentuk petaieain itu.

4. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secasials untuk
memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimilikarseeksklusif dan
menggunakannya untuk tujuan pribadi.

5. Kartu Tanda Penduduk ( KTP adalah Kartu sebagai bukti diri



(Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah #&ag Republik
Indonesia. Tercamtum dalam Peraturan Daerah KotaliBsy Nomor 25
Tahun 2001 Pasal 1 Tentang Retribusi Penyelenggdtaadaftaran dan

Pencatatan Penduduk.

F. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
1. Metode Pendlitian
Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian idialah metode
deskriptif yang ditujukan untuk mengetahui peristiatau fenomena yang
sedang terjadi dan berhubungan dengan kondisi reekarang serta

memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual.

2. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik observasi yang digunakan dapat dilitedoih
terperinci yaitu sebagai berikut:
a. Observas
Yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsuhgdap objek
penelitian adalah metode studi kasus yang ditujukdnk mengetahui
fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan seksaang serta
memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual.
b. Wawancara
Yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data yhladukan

dengan cara mengadakan tanya jawab yang dilakuk@indoa pihak



yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan deimgarman
atau yang diwawancarai yang memberikan jawaban mEtanyaan
tersebut.
c. Studi Literatur
Yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan carampelajari
dan mengkaji buku-buku dan data-data yang ada tyalounya dengan
masalah yang diteliti untuk memperoleh bahan-badian sumber-

sumber informasi tentang masalah yang diteliti.

G. Lokas dan Subjek Penelitian
1. Lokas Pendlitian
Adapun yang menjadi lokasi dalam observasi ini addRW.04
Kelurahan lIsola Bandung yang terletak di Jl. SerBajuri (Negla)
Bandung Utara 40154.
2. Subjek Pendlitian
Subjek dalam penelitian ini yaitu warga masyarakaisusnya
mahasiswa dan pendatang di RW.04 Kelurahan IsolediBay, ketua
RW.04, kepala pemerintahan desa dan perangkat/taiyeng menunjang

penelitian ini.
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